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ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan penyelarasan objek pajak 
antara pajak pusat dan pajak daerah, perlu diatur ketentuan mengenai kriteria 
dan/atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, 
jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering, yang tidak dikenai pajak 
pertambahan nilai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa 
Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak 
Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

   Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 
3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN 
Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

   Makanan dan minuman yang disajikan di hotel; di restoran, rumah makan, warung, 
dan sejenisnya; dan oleh Pengusaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek 
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk jenis barang yang 
tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Jasa tertentu dalam kelompok: jasa perhotelan; 
jasa penyediaan tempat parkir; dan jasa boga atau katering, yang merupakan objek 
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk jenis jasa yang tidak 
dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 tentang Kriteria Jasa 
Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 719); 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga 
atau Katering yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162); 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2015 ten tang Kriteria dan/ atau 
Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 361); dan  

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa 
Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1190), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 30 Maret 2022. 

 


